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ABSTRAK

Registrasi Kependudukan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan agar meningkatnya efektivitas
pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat, menjamin data
kependudukan dan ketunggalan NIK(Nomor Induk Keluarga) serta ketunggalan
dokumen kependudukan. Titik berat penyelenggaran administrasi Kependudukan
dilakukan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berorientasi pada:
a.Koordinasi penyelenggaraan adminduk, b.Pembinaan dan pembentukan instasi
pelaksana tugas penganturan teknis adminduk, penyajian data dan pelayanan
sosialisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas
Registrasi Kependudukan Aceh dalam pemanfaatan data kependudukan dan
bagaimana koordinasi yang terintegritas dalam pemanfaaatan data kependudukan
pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Dinas Registrasi Kependudukan Aceh berperan penting dalam pembinaan
pada ketatausahaan dan program Kkerja tahunan yang dijalankan setiap tahunnya,
Dinas Registrasi Kependudukan Aceh juga berperan dalam pengendalian sistem
penomoran dan registrasi penduduk. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh telah
melakukaan koordinas yang terintergritas dalam pemanfaatan data kependudukan
dengan melakukan pemeliharaan terhadap verifikasi data dan administrasi
kependudukan, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh telah melakukan pengelolaan
terhadap koordinas dengan instansi pemerintah pada data kependudukan.

Kata Kunci : Peran, Pemanfaatan Data, Koordinasi.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Pemerintah pusat menyelenggarakan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar meningkatnya
efektivitas pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat,
menjamin data kependudukan dan ketunggalan NIK serta ketunggalan
dokumen kependudukan hal tersebut terdapat dalam pasal 6 menjelaskan
pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan
urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan
kewenangan  meliputi:  a)koordinasi  penyelenggaraan  administrasi
kependudukan; b)pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; c)pembinaan dan sosialisasi
penyelenggaraan administrasi kependudukan; d)penyajian data kependudukan
berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasi dan
dibersihkan oleh kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan
pemerintahan  dalam  negeri; dan e)koordinasi pengawasan  atas
penyelenggaraan administrasi kependudukan. Pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan
bahwa pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh
bupati/walikota dengan kewenangan meliputi: a)koordinasi penyelenggaraan
administrasi kependudukan; b)pembentukan instansi pelaksanaan yang tugas

dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan; c)pengaturan teknis



penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; d)pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan
administrasi kependudukan; e)pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di
bidang administrasi kependudukan; f)penugasan kepada desa untuk
menyelenggarakan sebagai urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas
tugas pembantuan; g)penyajian data kependudukan yang telah dikonsolidasikan
dan dibersihkan oleh kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan
pemerintahan dalam negeri; dan h)koordinasi pengawasan  atas
penyelenggaraan administrasi kependudukan.?

Dengan adanya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016
tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas
registrasi kependudukan aceh.? Pemerintah pusat mengeluarkan peraturan
menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 102 Tahun 2019 tentang
pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan.®

Secara umum, data kependudukan tersebut digunakan untuk berbagai
keperluan, yang diantaranya: (1) Pelayanan publik antara lain untuk penerbitan
surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan,
pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat,

dan jaminan sosial tenaga kerja. (2) Perencanaan pembangunan yakni untuk

Pasal 6 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
kependudukan

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang
pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan



perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan
tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. (3) Alokasi
anggaran penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan perhitungan potensi
perpajakan. (4) Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat
Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dan penyiapan Data Penduduk
Potensial Pemilih Pemilu (DP4). (5) Penegakan hukum dan pencegahan
kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah
perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal .*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2015 tentang persyaratan, ruang lingkup dan tata cara
pemberian hak akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, data
kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik, bahwa lingkup
pemanfaatan data kependudukan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) ,
data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI),
sedangkan data pribadi penduduk yang harus dilindungi berupa keterangan
tentang cacat fisik dan atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, elemen
data lainnya yang merupakan aib seseorang.®

Sejalan dengan pertumbuhan kependudukan saat ini yang mengarah
kepada digitalisasi agar data kependudukan dapat terjamin, terkendali dan dapat
dimanfaatkan kapan seseorang memerlukannya. Menindaklanjuti terhadap

pelaksanaan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi

Htpp:// disdukcapil.pontianakkota.go.id/page/pengertian-piak-dan-pd
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang

persyaratan, ruang lingkup dan tata cara pelaksanaan hak akses serta pemanfaatan nomor
induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik



kependudukan pada pasal 83 ayat (3), maka fasilitasi mampu memberikan
kemudahan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik,
perencanaan pembangunan, alokasi anggaran serta penegakan hukum melalui
pencegahan kriminalisasi data kependudukan.

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mempunyai kewenangan dalam
hal pemanfaatan atau pengelolaan data kependudukan untuk memberikan hak
akses terhadap SKPD. Pemanfaatan data ini untuk mendorong semua SKPD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menggunakan pendekatan kebijakan
satu data (one policy). Pemanfaatan data ini bertujuan untuk pemanfaatan data
sekolah, mengurus perjanjian data, mengurus bantuan sosial semuanya harus
sama dengan sumber data, sehingga tidak ada lagi orang yang memiliki identitas
yang sama atau berbeda-beda.®

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
102 tahun 2019 tentang pemberian hak dan pemanfaatan data kependudukan,
data kependudukan merupakan hal yang sangatlah penting bagi 34
SKPA(Satuan Kerja Perangkat Aceh) dalam hal perencanaan, dengan itu SKPA
perlu adanya kerjasama pemanfaatan data dan akses data kependudukan, karena
NIK merupakan dasar dalam hal pelayanan publik. Pentingnya penggunaan data

kependudukan untuk berbagai keperluan sesuai dengan Peraturan Menteri

Sri Asriana Dewi Hastuti, “Pentingnya pemanfaatan data kependudukan di era
digital”,Jurnal teknimedia, Vol. 1, No. 1, ( Mei, 2020), Hal. 19



Dalam Negeri Republik Indonesia 102 tahun 2019 tentang pemberian hak akses
dan pemanfaatan data kependudukan.’

Registrasi ini berkaitan erat dengan: 1. Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, 2. Imigrasi karena di sana diperlukannya data kependudukan,
3. Bkkbn (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) karena
terdatanya Anak baru lahir, Mati dan sebagainya, dan bertugas dalam
pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan
penyelenggaraan keluarga berenccana, 4. Dinas Kesehata dimana tercatatnya
anak baru lahir dan mati berapa semua hal tersebut terdata pada Dinas
Kesehatan.

Setiap instansi pemerintah khususnya di Aceh atau SKPA (Satuan
Kerja Perangkat Aceh) memiliki data kependudukan, akan tetapi ketika
seseorang ingin berobat terkhususnya pada Rumah sakit masih dibutuhkannya
data kependudukan seperti KTP (Kartu Tanda Pengenal), KK (Kartu Keluarga),
dan sebagainya.

Hal tersebut dikarenakan untuk menyesuiakan data yang ada dengan
data seseorang yang sedang melakukan perawatan pada Rumah sakit, agar dapat
mengetahui apakah identitas milik seseorang tersebut masih sama atau ada
perubahan seperti perubahan alamat, perubahan status, IRT (Ibu Rumah
Tangga) hal itu dapat merubah kembali daftar penduduknya. KK (Kartu
Keluarga) berubah, KTP (Kartu Tanda Pengenal) berubah, Kartu Mutasi
bertambah, artinya mengubah identitas diri menjadi baru oleh karena ini data
kekinian tersebut diperlukan atau update data terbaru dengan menyesuaikan
data yang dimiliki seseorang setiap dilayanin oleh publik.

7

https://Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.acehprov.go.id/berita/kategori/umum/fgd-
kajian-pemanfaatan-data-kependudukan-tingkat-satuan-kerja-perangkat-aceh-skpa-tahun-
202



Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai “Peran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Dalam

Pemanfaatan Data Kependudukan”.

1.2 ldentifikasi Masalah
1. Masih terdapatnya pelayanan publik yang membutuhkan pemanfaatan data

kependudukan yang diselesaikan dengan struktur organisasi dan tata kerja
instansi yang bersangkutan dan ditetapkan.
2. Masih butuhnya koordinasi data kependudukan antar berbagai

instansi/lembaga pemerintah dalam pelayanan publik.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka

dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Registrasi kependudukan Aceh dalam pemanfaatan
data kependudukan?

2. Bagaimana koordinasi yang terintegritas dalam pemanfaatan data

kependudukan pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh?

1.4 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah

maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dalam
pemanfaatan data kependudukan

2. Untuk mengetahui koordinasi yang terintegritas dalam pemanfaatan data

kependudukan pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh



1.5 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai

berikut:

1. Manfaat secara akademik
Dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan peneliti dari penelitian yang
dilakukan peneliti dengan cara mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapat
selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai “Peran Dinas
Registrasi Kependudukan Aceh dalam Pemanfaatan Data Kependudukan”.
2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan guna
mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan efektivitas,
sehingga sistem informasi administrasi kependudukan dapat diterapkan
dengan baik. Juga bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu
memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ‘“Peran Dinas Registrasi

Kependudukan Aceh dalam Pemanfaatan Data Kependudukan”.

1.6 Penjelasan Istilah
1. Peran

Peran berarti laku, tindakan. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia(KBBI) peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan
dimiliki oleh orang yang berkependudukan di masyarakat. Sedangkan
makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam

masyarakat.®

8 Masduki Duryat, dkk, “Mengasah Jiwa Kepemimpinan”, (Jawa Barat: Adanu Abimata,
2020).



2. Pemanfaatan
Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, guna, laba
atau untung, sedangkan pemanfaatan merupakan proses atau perbuatan
memanfaatkan sesuatu.’

3. Data Kependudukan
Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang
terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil.®°

4. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
Dinas Registrasi kependudukan Aceh sebuah perangkat daerah sebagai

unsur pelaksanaan Pemerintah Aceh di bidang kependudukan.!

10

11

Syamsidi, dkk, Pengelolaan dan Pemanfaatan air baku, (Malang: UB Press, 2013),
Hal.12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang
pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan, pasal 1, ayat 7.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, pasal 4, ayat
1.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu
Adapun beberapa penelitian terdahulu, peneliti memilih beberapa

rujukan yang relevan dalam penulisan penelitian ini. Adapun pembahasan
penelitian yang relevan dengan penelitian ini diambil sesuai dengan judul yang

dipilih adalah sebagai berikut:

1. Sri Handriana Dewi Hastuti, Tahun 2020, Jurnal, dengan judul *
Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan D1 Era Digital” Adapun hasil
dari penelitian tersebut sebagai berikut: seperti yang anda ketahui, setiap
warga negara memiliki catatan dan informasi pribadi yang
didokumentasikan oleh semua pemerintah daerah. Arsip dan data pribadi
terdiri dari data kependudukan, NIK, dan e-KTP. Sebagai institusi
pelaksana, Dinas Dukcapil memiliki data kependudukan yang lengkap dan
valid. Data ini dibutuhkan oleh instansi lain seperti Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dan instansi publik lainnya. Proses pemberian izin oleh
Dirjen Dukcapil dalam perjanjian kerjasama dengan organisasi (PKS). 1zin
untuk menggunakan dan mengakses data di tingkat negara bagian diberikan
oleh gubernur. 1zin pengguna dan pengakses data di tingkat kabupaten/kota
diberikan oleh bupati/walikota, dan izin tersebut ditetapkan sebagai syarat

untuk pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara penduduk
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kota Dinas Pendaftaran Penduduk dan kabupaten, lembaga pengguna tinggi
kota.?

Rizky ristiandy, Tahun 2021, Jurnal, dengan judul “Disintegrasi Data
Kependudukan Antara OPD Layanan Publik Kabupaten Belitung Timur Di
Tengah Arus Revolusi Industri 4.0” Adapun hasil penelitian adalah
kemampuan Pemkab Belitung Timur untuk mewujudkan integrasi tidak
selalu murah, dan keamanan data menjadi masalah. Pemerintahan pusat
cenderung membakukan data, mungkin di tingkat nasional, mengingat
kebocoran data kependudukan masih sangat tinggi saat ini dan akan
menjadi komoditas yang diperdagangkan di situs-situs hitam di internet.
Tentunya di era 4.0, kemajuan teknologi di bidang internet, kecerdasaan
buatan, bahkan cloud storage harus segera diambil alih oleh pemerintah
daerah. Runtuhnya data kependudukan di layanan OPD Belitung Timur
menjadikan masalah sekaligus kendala. Namun, perlu ditekankan bahwa
meskipun masalah dan hambatan ini dianggap sebagai tantangan, mereka
dapat menciptakan sesuatu yang baru dan berdampak pada pemerintah.
Masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Konsep dan
penjelasan tentang bagaimana mengintegrasi data, dan masalah keruntuhan
ini, harus menyediakan cara untuk mengintegrasikannya ke dalam data

nanti.13

12

13

Sri Handriana Dewi Hastuti, “Pentingya Pemanfaatan Data Kependudukan Di Era
Digital”,Jurnal Teknimedia, Vol.1 No.1 (Mei, 2020), Hal.19-20.

Rizky Ristiandy, “Disintegrasi Data Kependudukan Antara OPD Layanan Publik
Kabupaten Belitung Timur Di Tengah Arus Revolusi Industri 4.0”, jurnal ilmu
pemerintahan, Vol. 14, No. 2 (Juli,2021), Hal.89.



11

3. Edhy Sutanta, dan Ahmad Ashari, Tahun 2012, Jurnal, dengan Judul

“Pemanfaatan Database Kependudukan Terdistribusi Pada Ragam Aplikasi
Sistem Informasi Di Pemerintah Kabupaten/Kota” Adapun hasil penelitian
ini adalah pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemendagri saat ini sedang
melaksanakan program e-KTP yang dikembangkan dengan nomor
identifikasi tunggal (SIN). Program ini diharapkan dapat menghasilkan
nasional yang akurat. Ketersediaan database kependudukan yang lebih baik
akan memberikan manfaat yang maksimal jika dapat dimanfaatkan dalam
berbagai aplikasi sistem informasi di kabupaten. Populasi database
terdistribusi merupakan potensi pengembangan e-gov yang baik, melalui
pengembangan berbagai sistem informasi primer dan sekunder/derivatif
dengan integrasi database, middleware, dan aplikasi yang dikembangkan
oleh teknologi web service. Evaluasi kinerja sistem secara terus menerus
juga perlu dilakukan sebagian dari proses dalam siklus hidup sistem

informasi.

2.2 Konsep Pemanfaatan Data

Pemanfaatan Data (PD) secara khusus mengandung pengertian sebagai

penggunaan/pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga negara,
kementerian/lembaga pemerintah non kementrian atau badan hukum Indonesia
yaitu data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh

kementerian dalam negeri (pasal 58 ayat 4 UU No. 24 Tahun 2013) untuk

14

Edhy Sutanta, Ahmad Ashari, “ pemanfaatan database kependudukan terdistribusi pada
ragam aplikasi sistem informasi di pemerintahan kabupaten/kota”, jurnal ilmiah
SISFOTENIKA, vol. 2, No. 1, (Januari 2012), Hal.13.
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kepentingan yaitu: (1) perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan
pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan,
perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. (2)
alokasi anggaran meliputi penentuan dana alokasi umum(DAU) dan
perhitungan potensi perpajakan. (3) pembangunan demokrasi yaitu penyiapan
data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan penyiapan data
penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). (4) penegakan hukum dan
pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku
kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja

ilegal.®®

Teori Peran
Peran menurut soerjono soekanto, peran merupakan aspek dinamis

kedudukan (status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya
maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang
memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban

atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi.

Adapun pembagian peran menurut soekanto peran dibagi menjadi 3

yaitu sebagai berikut :

15

16

Http://disdukcapil.pontianakkota.go.id/page/pengertian-piak-dan-pd

Sharon Bridgette Lantara, dkk, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan daerah
Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, jurnal administrasi publik, Vol. 04, No.
048, (Juni-Juli, 2017), Hal.2.
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1. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena
kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti
pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.

2. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok
kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna
bagi kelompoknya sendiri.

3. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif,
dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan

kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik

Teori peran secara umum berfokus pada salah satu karakteristik paling
penting dari perilaku sosial, yaitu fakta bahwa manusia berperilaku dalam cara-
cara yang berbeda dan dapat diprediksikan tergantung dari situasi dan identitas-
identitas sosial yang dimilikinya masing-masing.'’

Sutarto mengemukakan bahwa peran terdiri dari tiga
komponen, yaitu:*®

1. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang
dilakukan dengan suatu situasi tertentu.

2. Harapan peran, yaitu harapan orang lain sesungguhnya dari
seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai

bagaimana ia seharusnya bertindak.

17

18

Made Aristia Prayudi, “Teori peran dan konsep expectation-gap fungsi pengawasan
dalam pengelolaan keuangan desa”, jurnal ekonomi dan keuangan, vol. 2, No.
2(Desember,2018), Hal.452.

Sharon Bridgette Lantanida, “Peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam
penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, Jurnal administrasi publik, VVol.04 No. 048, (Juni-
Juli, 2017), Hal.2.
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3. Pelaksanaan peran, vyaitu perilaku sesungguhnya dari
seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga
komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial

akan terjalin kesinambungan dan kelancaran.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan

peran sebagai berikut:

a. peranadalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam
dan antar hubungan sosial tertentu.

b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau
kedudukan sosial tertentu.

c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak
dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya.

d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada

kesempatan yang diberikan.

2.4 Teori Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah serangkaian kegiatan penataan dan
penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain. Data kependudukan data perseorangan dan/atau data
agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil.*°

Adapun jenis-jenis data kependudukan ialah KTP, KK (Kartu

Keluarga), Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Nikah, Akte Perpindahan,

19

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang
pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan, Pasal 1 ayat (1 dan 7).
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dan lain sebagainya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi kependudukkan dalam 58 ayat (1) menjelaskan bahwa data
kependudukan tendiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
Ayat (2) data perseorang meliputi: a)nomor KK; b)NIK; c)nama lengkap;
d)jenis kelamin; e)tempat lahir; f)tanggal/bulan/tahun lahir; g)golongan darah;
h)agama/kepercayaan; i)status perkawinan; j)status hubungan dalam keluarga;
k) cacat fifik/atau mental; l)pendidikan terakhir; m)jenis pekerjaan; n) NIK ibu
kandung; o)nama ibu kandung; p)NIK ayah; g)nama ayah; r)alamat
sebelumnya; s)alamat sekarang; t)kepemilikna akta kelahiran/surat kenal lahir;
u)nomr atak kelahiran/ nomor surat kenal lahir; v)kepemilikan akta
perkawinan/buku nikah; w)nomor akta perkawinan/nomor nikah; x) tanggal
perkawinan; y)kepemilikan akta perceraian; z)nomor akta perceraian/surat
cerai; aa)tanggal peceraian; bb) sidik jari; cc)iris mata; dd)tanda tangan; dan
ee) elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Ayat (3) Data agegrat
meliputi data perseorangan yang berupa data kuantitaif dan data kualitatif. Ayat
(4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari
kementrian yang bertangung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri,

antara lain untuk pemanfaatan :2° a)pelayanan publik; b)perencanaan

20

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 58 ayat (1,2,3, dan 4).
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pembangunna; c)alokasi anggaran; d)pembangunan demikrasi; e)penegakan

hukum dam pencegahan kriminal.

Teori Organisasi
Organisasi merupakan alat yang digunakan orang-orang secara individu

maupun kelompok untuk mencapai beberapa tujuan. Organisasi
menggabungkan pengetahuan kolektif, nilai, dan visi orang- orang yang secara
sadar (dan kadang tidak sadar) berusaha untuk memperoleh sesuatu yang

mereka inginkan.?

Berdasarkan hubungan yang ada pada organisasi terdapat lima jenis

bentuk struktur utama organisasi, yaitu sebagai berikut:??

a. Bentuk organisasi lini (line organization)
Organisasi lini ini diciptakan oleh Henry Fayol, dalam tipe organisasi lini
terdapat garis wewenang, kekuasaan yang menghubungkan langsung
secara vertikal dari atasan ke bawahan.

b. Bentuk organisasi lini dan staf (line and staff organization)
Bentuk organisasi ini pada dasarnya merupakan kombinasi dari organisasi
lini dan organisasi fungsional. Asas kesatuan komando tetap
dipertahankan dan pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dari
puncak pimpinan dibawahnya. Pucuk pimpinan tetap sepenuhnya berhak

menetapkan keputusan, kebijaksanaan, dan merealisasikan tujuan

21

22

Dicky Wisnu U.R, “Teori Organisasi”, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,
2019), Hal.2.

Nurlia, “Pengaruh struktur organisasi terhadap pengukuran kualitas pelayanan
perbandingan antara ekspektasi/iarapan dengan hasil kerja”’, Meraja Journal, Vol. 2,
No.2,(Juni,2019), Hal.54-58.
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perusahaan. Dalam membantu kelancaran tugas pimpinan, ia mendapat
bantuan dari staf.

Bentuk organisasi fungsional

Bentuk organisasi ini disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang
harus dilakukan. Pada tipe organisasi ini, masalah pembagian kerja
mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, pembagian Kkerja
berdasarkan pada “spesialisasi”’ yang sangat mendalam dan staf pejabat
hanya mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan sesuai spesialisasinya.
Bentuk organisasi lini, staf dan fungsional

Bentuk organisasi ini merupakan kombinasi dari organisasi lini, lini dan
staf, dan fungsional, biasanya organisasi ini diterapkan dalam organisasi
besar serta kompleks. Pada tingkat dewan komisaris (board of director)
diterapkan tipe organisasi lini dan staf, sedangkan pada tingkat middle
manager diterapkan tipe organisasi fungsional.

Bentuk organisasi komite sebuah organisasi yang masing-masing anggota
memiliki wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Organisasi
komite (panitia = committees organization) mengutamakan pimpinan,
yang artinya dalam organisasi ini adanya pimpinan “ kolektif presidium/
plural executive” dan komite ini mempunyai sifat manajerial. Komite ini
dapat bersifat formal maupun informal, komite-komite tersebut dapat
dibentuk sebagai suatu bagian dari struktur organisasi formal, dengan

tugas dan wewenang dibagikan secara khusus.
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2.6 Koordinasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), koordinasi adalah

perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan.>

Syafrudin mendefinisikan koordinasi dalam pemerintahan adalah suatu
proses rangkaian kegiatan menghubungi (komunikasi), yang bertujuan untuk
menyelaraskan setiap agenda kegiatan dalam suatu organisasi untuk tercapai
gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Selain sebagai suatu proses, koordinasi juga didefinisikan sebagai proses
pengaturan secara tertib (terintegrasi) fungsi dan kegiatan-kegiatan yang
melibatkan beberapa satuan kerja (unit) maupun organisasi guna mencapai
suatu tujuan yang terpadu, efektif, dan efisien. Adapun koordinasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan merupakan pengaturan yang aktif, yaitu berupa
pengaturan terkait segala gerak dan kegiatan serta hubungan kerja antara
beberapa pejabat pemerintahan baik Pusat maupun Daerah serta lembaga-
lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas dan kewajiban
serta wewenang yang saling berketerkaitan. Pengaturan tersebut bertujuan
untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran (ketidakjelasan arah tujuan,
rencana kegiatan, prosedur, dan tata kerja), juga kesamaan dalam berbagai
kebijakan dan agenda atas organisasi-organisasi dalam pelaksanaan

pembangunan.?*

23
24

https://kbbi.web.id
Syafrudin, Ateng, 1993. ‘Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah’. Bandung:
Citra Aditya Bakti, Hal. 268
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Adapun dalam pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan (pelayanan publik) perlunya memperhatikan beberapa pedoman

koordinasi yaitu meliputi:?®

1. Koordinasi harus terpusat, sehingga terdapat unsur pengendalian guna
menghindari tiap bagian (satuan kerja) bergerak sendiri-sendiri yang
merupakan kodrat yang telah ada dalam setiap bagian.

2. Koordinasi harus terpadu, keterpaduan pekerjaan menunjukkan keadaan
yang saling mengisi dan memberi.

3. Koordinasi harus berkesinambungan, yaitu rangkaian kegiatan yang saling
menyambung, selalu terjadi, selalu diusahakan, dan selalu ditegaskan
adanya keterkaitan dengan kegiatan sebelumnya.

4. Koordinasi harus menggunakan pendekatan multi-instansional, yaitu
dengan wujud meningkatkan komunikasi, saling tukar informasi yang
relevan untuk menghindari saling tumpang tindih tugas yang satu dengan

yang lain, serta menghindari ketidakjelasan dalam pelaksanaan program.

Adapun koordinasi dinas registrasi kependudukan aceh dengan
instansi-instansi yang lain dalam pemanfaatan data kependudukan, dinas
registrasi kependudukan aceh mempunyai data kependudukan begitu pula
dengan instansi-instansi lain, mereka juga memiliki data kependudukan akan

tetapi untuk memastikan data kependudukan tersebut instansi berkoordinasi

Yusup, Hendy Maulana, 2013. ‘Kerjasama Antar Instansi Pemerintah dalam
Pemeliharaan Kawasan Revitalisasi Sentra Sepatu Cibaduyut’. Tesis, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung. Hal. 29
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atau sebuah proses pengintergrasian terhadap tujuan dan kegiatan dalam
sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efesien dengan dinas

registrasi kependudukan aceh untuk memastikan data tersebut.

2.7 Undang -Undang
Pemerintah Provinsi Aceh membuat Peraturan Gubernur Aceh agar

melaksanakan urusan pemerintah dan pembangunan di bidang kependudukan.
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
Dalam pasal 4 menjelaskan kedudukan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
yang meliputi: 1)Dinas Registrasi Kependudukan Aceh adalah perangkat
daerah sebagai unsur pelaksanaan pemerintah aceh di bidang kependudukan.
2)Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dipimpin oleh seorang kepala Dinas
yang berada di bawah dan tanggung jawab kepala gubernur melalui sekda.3)
Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretrasi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada kepala Dinas. 4)Bidang dipimpin oleh seorang
kepala bidang yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada kepala Dinas.
5)Subbagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada sekretaris. 6)Seksi dipimpin oleh seorang kepala
seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. Pada
pasal 5 dan 6 menjelaskan mengenai tugas dan fungsi Dinas Registrasi
kependudukan Aceh. Pasal 5 menjelaskan bahwa Dinas Registrasi
Kependudukan Aceh bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan

pembangunan di bidang kependudukan, pasal 6 menjelaskan bahwa untuk
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melaksanakan tugas yang dimaksud dalam pasal 6, Dinas Registrasi
kependudukan Aceh mempunyai fungsi: a) penyusunan program dan anggaran
dekonsentrasi; b) pengelolaan keuangan; c) pengelolaan perlengkapan, urusan
tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara/daerah; d) pengelolaan
urusan ASN; e) pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan
pelaksanaan program dan anggaran pembantu bidang administrasi
kependudukan kabupaten/kota; f) pembinaan dan koordinasi perangkat daerah
yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota; g)
pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara direktorat jendral
kependudukan dan pencatatan sipil do kabupaten/kota; h) penyusunan
perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
pengelolaan informasi administrasi “kependudukan, kerja sama adinistrasi
kependudukan, pemmanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan; i) perumusan kebijakan teknis di bidang
fasilitasi pendaftaran pendudukan, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi
kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; j)
pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan
sipil, pengelolaan infromasi administrasi kependudukan, kerja sama
administrasi kependudukan, pemmanfaatan data dan dokumen kependudukan
serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; k) pelaksanaan pembinaan
umum Kkoordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,

pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi
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kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan; 1) pelaksanaan pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; m) pemberian bimbingan
teknisi dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
pengelolaan  administrasi ~ kependudukan,  kerjasama  administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota; n) pelaksanaan
kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta penerapan untuk
kegiatan administrasi kependudukan; o) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota; p) pembinaan UPTD;
dan q) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya

di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.?°

26

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
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2.8 Kerangka Pemikiran




BAB 111

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini,
peneliti berupaya untuk mengumpulkan data-data fenomena yang terjadi
dilapangan secara aktual dan mengamati secara seksama, kemudian peneliti
menganalisis data-data tersebut. Sebagaimana pendapat sugiyono
menyebutkan bahwa “Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis
metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek
sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif ini juga sering disebut non-
eksperimen, karena penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan

manipulasi variabel penelitian”.?’

Adapun beberapa pendapat lain dari Soetandyo menyebutkan bahwa:

Pendekatan kualitatif ini dikembangkan untuk mengkaji dan
menggali kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas,
terutama  kasuistik  sifatnya, namun mendalam dan
total/menyeluruh, dalam arti tak mengenal pemilihan-pemilihan
gejala secara konsepsional ke dalam aspek-aspeknya yang
eksklusif yang kita kenali dengan variabel.?®

Adapun pendapat terhadap metode kualitatif Soetandyo menyebutkan
bahwa “Metode kualitatif ini dikembangkan untuk mengkaji kehidupan

manusia dalam kasus-kasus terbatas, namun mendalam (in depth) dan

27
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Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017),
Hal.107.
Soetanto, Metode penelitian kualitatif, (Bandung: Grasindo, 2012), Hal. 65.
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total/menyeluruh (holistic), dalam arti tak mengenal pemilihan-pemilihan
gejala secara konsepsional ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif yang kita

kenali dengan variabel”.?®

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field
research) yaitu data yang didapat dari lapangan. Penelitian lapangan adalah
sebuah penelitian yang sumber daya dan proses penelitiannya menggunakan

kancah atau lokasi tertentu sesuai dengan peneliti pilih.*

Dari berbagai pemahaman metode penelitian kualitatif yang
diungkapkan para ahli semuanya berupaya untuk menyelesaikan masalah
penelitian. Metode penelitian ini juga sebagai pedoman peneliti untuk
mempermudah mengenali keadaan sosial di instansi yang peneliti ambil untuk

objek penelitian.

Fokus Penelitian
Penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi

dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah di
lapangan penelitian, namun untuk pemecahan masalah maka digunakan titik
fokus dengan dimensi dan indikator. Adapun dimensi dan indikator sebagai

berikut:

29
30

Soetanto, Metode penelitian kualitatif, (Bandung: Grasindo, 2012), Hal. 65.
Musfigon, Panduan lengkap metodologi penelitian pendidikan, (jakarta: Prestasi publik
publisher, 2012), Hal. 56.



26

Tabel 1
Dimensi & Indikator Peran DRKA
No Dimensi Indikator Sumber
1 | Pembinaan a. Ketatausahaan Peraturan Gubernur Aceh
b. Program Kerja tahunan No 116 Tahun 2016
tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas,
fungsi dan tata kerja Dinas
Registrasi Kependudukan
Aceh
2 | Pengendalian a. Sistem penomoran
b. Registrasi penduduk

Tabel 2

Dimensi & Indikator Koordinasi

No

Dimensi

Indikator

Sumber

Pemeliharaan

a. Verifikasi data

b. Administrasi kependudukan

Peraturan Gubernur
Aceh No 116 Tahun
2016 tentang
kedudukan, susunan
organisasi, tugas,
fungsi dan tata kerja
Dinas Registrasi
Kependudukan Aceh

Pengelolaan

a. Koordinasi

3.3 Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi

penelitian merupakan tempat dimana dilakukanya dan

berlangsungnya penelitian. Pengambilan suatu lokasi adalah tahapan yang

sangat berpengaruh kepada penelitian kualitatif, karena dengan penetapan

suatu lokasi berarti objek dan tujuan penelitian dapat dengan mudah ditentukan

saat penelitian.
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Lokasi penelitian ini berada tepat pada JI. Dr. Mr. Mohd Hasan No, 102,
Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh tepatnya pada Dinas
Registrasi Kependudukan Aceh. Pemikiran peneliti memilih lokasi sebagai
berikut;

1. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sebagai instansi pemerintah yang
mampu menyediakan kontribusi data secara umum kepada masyarakat
baik kepada individunya maupun instansi pemerintah yang berkaitan
dengan aktivitas terintegrasi diantara kesamaan tugas instansi.

2. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sebagai instansi pemerintah yang
melaksanakan registrasi penduduk secara update dalam menata
pengelolaan administrasi, pendataan penduduk itu sendiri dan
memberikan kontribusi data dan fakta kepada instansi lain dalam struktur

pemerintah.

3.4 Sumber Data
Sumber informasi dan sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai

berikut melalui informan (penggunaan teknik identifikasi informan), dan
dokumen-dokumen. Jenis dan sumber data yang akan disesuaikan dengan
kebutuhan penelitian menggunakan efisiensi waktu efisiensi kerja, tergantung
pada pelaksanaan penelitian selanjutnya.

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya jenis dan sumber data
penelitian dilapangan sesuai dengan fokus penelitian sehingga peneliti mampu
memfokuskan diri terhadap objek dengan memanfaatkan data primer dan data

sekunder yang diperlukan yaitu sebagai berikut:
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a. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari objek

penelitian atau sumber utama yang diperoleh secara langsung dari
tempat lokasi penelitian melalui instrumen observasi dan
wawancara.3! Sebagaimana pendapat Moleong menyebutkan bahwa
“Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari
individu maupun perseorangan seperti hasil wawancara, observasi

yang biasa dilakukan oleh peneliti”.*

. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer, data

sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara
tidak langsung dari sumbernya seperti dari sumber jurnal, buku dan
dokumen dari pihak instansi terkait. Sebagaimana pendapat Sugiono
menyebutkan bahwa “Sumber data sekunder adalah sumber data
kepada pengumpul data semidal lewat dokumen atau wawancara
dengan individu dalam lingkungan tempat penelitian maupun orang

lain yang dianggap dapat memberikan informasi bagi peneliti”.®®

31
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Sugiyono, Metode penelitian kombinasi (Mix Methods), (Bandung: Alfabeta, 2015), Hal.

187.

Moleong, J. Lexy, Metode penelitian kualitatif, Edisi revisi, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2017), Hal.157.
Sugiyono, Metode penelitian kombinasi (Mix Methods), (Bandung: Alfabeta, 2016), Hal.

308.
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Informan Penelitian
Adapun untuk memperoleh informasi sedetail mungkin mengenai

penelitian yang diteliti, maka diperlukannya pemilihan informan yang
memungkinkan, sehingga peneliti mampu mempelajari isu-isu sentral yang

diperoleh. Adapun beberapa informan yang peneliti ambil sebagai berikut:

Tabel 3
Informan Penelitian

No

Informan Jumla Keterangan
h

Sekretaris Dinas Registrasi il Bertugas melakukan
Kependudukan Aceh Orang | pengelolaan urusan
administrasi, umum,
perlengkapan, peralatan,
kerumahtanggaan,
perpustakaan, keuangan,
kepegawaian, ketatalaksanaan,
hukum, perundang-undang,
pelayanan administrasi di
lingkungan Dinas Registrasi
kependudukan Aceh, sebagai
kunci.

Ketua Bidang Kelembagaan 1 Mempunyai tugas merumuskan
Dinas Registrasi Orang | dan melaksanakan kebijakan
Kependudukan Aceh teknis di bidang kerja sama
administrasi kependudukan,
pemanfaatan data/dokumen
kependudukan dan inovasi
pelayanan administrasi
kependudukan serta penelitian
dan pengembangan, sebagai
utama.

Seksi Pemanfaatan Data dan 1 Mempunyai tugas melakukan
Dokumen Kependudukan Orang | penyiapan bahan perencanaan,
Dinas Registrasi perumusan kebijakan teknis,
Kependudukan Aceh pembinaan dan koordinasi serta
pelaksanaan pemanfaatan data
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dan dokumen kependudukan,
sebagai utama.

4 | Staff Pemanfaatan Data dan 2 Membantu menjalankan tugas
Dokumen Kependudukan Orang | dari seksi pemanfaatan data
Dinas Registrasi dan dokumen kependudukan,
Kependudukan Aceh sebagai utama.

Sumber: Data diolah Tahun 2022

3.6 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai

sumber, dan berbagai cara.** Pengumpulan data adalah prosedur yang
sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.®
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
melalui:
1. Observasi
Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu
proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.
Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan,
sebagaimana pandangan - Sutrisno Hadi dalam  Sugiyono
menyebutkan bahwa “observasi langsung semacam ini dilaksanakan
oleh peneliti dengan cara formal maupun informal untuk mengamati
berbagai kegiatan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka,

bagaimana menyelesaikannya, dokumen-dokumen apa saja yang

i Sugiyono, Metode penelitian kualitatif kuantitatif, (Yogyakarta: Alfabeta, 2018).
» Mimik, Metodologi kualitatif, (Jawa Timur; Zifatama publisher,2015), Hal.103.
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mereka jadikan pedoman dan blanko-blanko apa saja yang mereka
isi.”3®

Dengan demikian peneliti secara langsung berusaha untuk
tidak mengganggu responden dan informan penelitian selama
melaksanakan penelitian, dapat berupa dokumentasi, foto proses

berlangsungnya wawancara dan data-data pendukung lainnya untuk

membantu analisis peneliti.

. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua belah
pihak yaitu pewawancara dan terwawancara yang memberikan
jawaban atas pertanyaan, sehingga sebagaimana pendapat Sutopo
menyebutkan bahwa “ Interview adalah usaha mengumpulkan
informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan
untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah
kontak langsung dengan bertatap muka antara so pencari informasi
dengan sumber informasi>.®’

Peneliti melakukan teknik wawancara dengan tujuan menggali
informasi mendalam dari responden mengenai Peran Dinas
Registrasi Kependudukan Aceh dalam Pemanfaatan Data
Kependudukan. Dalam wawancara ini peneliti bertindak sebagai

pewawancara sekaligus sebagai pemimpin dalam proses wawancara

36
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Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2017),Hal. 145.

Sutopo,
Hal. 74.

Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&d, (Bandung: Alfabeta, 2016),
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tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan instrumen penelitian.
Sedangkan responden merupakan orang yang diwawancara yang
diminta informasi oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk
wawancara sistematik, dimana peneliti terlebih dahulu menyiapkan
daftar wawancara atau pedoman wawancara Sebelum peneliti
melakukan wawancara dengan informan penelitian.

3. Analisis Dokumen

Analisis dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah
berlalu, berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari
seorang. Hal ini sebagaimana Sugiyono menyebutkan bahwa
“Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat
berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen
merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam
penelitian kualitatif” 3

Dalam rangka mendukung kelengkapan data penelitian maka
diperlukan  dokumen-dokumen yang berkenaan dengan fokus
penelitian diperoleh pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

sebagai upaya memenuhi kebutuhan penelitian lapangan .

3.7 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti

dalam menganalisis data-data yang telah terkumpul dengan menggunakan

38 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017),
Hal. 240.
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analisis deskriptif, sebagaimana pandangan Moleong menyebutkan bahwa

“Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke

dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja”.3®
Sebagai penegasan sebagaimana menurut Miles dan Huberman dalam

Saldana menyebutkan bahwa “Didalam analisis data kualitatif terdapat 3 (tiga)

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam aktivitas data

yaitu data condensation, data display and conclusion drawing/verification”.4°

1. Kondensasi data (data condensation), merujuk pada proses memilih
menyederhanakan, mengantarkan, data atau mentransportasikan data yang
mendekati keseluruhan bagaimana catatan lapangan secara tertulis,
transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi empiris lainnya;

2. Penyajian data (data display), penyajian data adalah sebuah
pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan
penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa
yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih
mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman;

3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing), kegiatan analisis data ketiga
ialah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan
data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda,

mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin,

40

¥Moleong, Lexy. J, Metode penelitian kualitatif, Edisi revisi, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2014), Hal.280.

Saldana, Huberman dan Miles, Analisis data kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia,
2014), Hal.31-33
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alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “Final” mungkin
tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya
kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan
metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-

tuntutan pemberi data.

3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan data

Dalam penelitian ini uji keabsahan data melalui uji kredibilitas
(credibility). Credibility dalam penelitian kualitatif adalah istilah validasi yang
berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang
dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dalam teknik pengujian
ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara yaitu sebagai berikut:*!
1. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti perlu memperpanjang pengamatan karena jik hanya sekali
datang ke lokasi penelitian akan sulit mendapatkan link atau chemistry
dengan para partisipan. Lama perpanjangan pengamatan tergantung pada
kedalaman, keluasan dan kepastian data.

2. Ketentuan pengamatan

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus mengumpulkan data yang
benar, aktual dan lengkap. Peneliti harus menunjukkan kegigihannya dalam
memperoleh data yang sudah ada untuk memperdalam dan hal yang belum

ada terus diupayakan keberadaannya. Dengan meningkatkan ketentuan

41

Wijaya, Hengky dan Jalaluddin, Analisis data kualitatif, (Makasar: Sekolah tinggi
theologia jaffray, 2019), Hal.134.
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pengamatan dan kegigihan berarti peneliti melakukan pengamatan secara
lebih cermat dan berkesinambungan.
3. Triangulasi
Pengecekan dengan cara memeriksa ulang data. Pemeriksaan ulang ini
dilakukan sebelum atau sesudah data dianalisis. Pemeriksaan dengan cara
triangulasi dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dan akurasi
data. Triangulasi dilakukan dengan 3 (tiga) strategi, yaitu sebagai berikut:*?
1) Triangulasi sumber
Peneliti mencari informasi lain tentang topik yang dikaji dari
sumber partisipan lain. Pada prinsipnya, semakin banyak sumber
makan akan semakin baik pula hasilnya.
2) Triangulasi metode
Triangulasi metode ini merupakan jenis triangulasi dengan
memadukan atau menggunakan lebih dari satu metode dalam
menganalisis data penelitian.
3) Triangulasi waktu
Triangulasi waktu ini melakukan pengecekan pada waktu

atau kesempatan lain yang berbeda.

42 Ibid.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian

4.1.1.1 Deskripsi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Gambar 1
Kantor Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Dinas registrasi kependudukan aceh merupakan pemerintah
provinsi aceh, berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116
Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi
dan tata kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Adapun
susunan dan kedudukan, Pasal 3 menyebutkan bahwa susunan dinas
registrasi kependudukan sebagai berikut:

(1) Susunan organisasi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh,
terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sekretariat;

c. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;

d. Bidang fasilitasi Pencatatan Sipil;

36



(2)

3)

(4)
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e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan:

f. Bidang Kelembagaan;

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf

b, terdiri dari:

a. Subbag Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;

b. Subbag Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan

c. Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum.

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

a. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran
Penduduk;

b. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk; dan

c. Seksi-Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pendaftaran
penduduk.

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil;

b. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil; dan

c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pencatatan

Sipil.
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(5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

a. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Bina
Administrator Database (ADB);

b. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan;
dan

c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan.

(6) Bidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf

f, terdiri dari:

a. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
c. Seksi Penelitian dan Pengembangan.

Adapun kedudukan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
sesuai dengan pasal 4 dalam Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun
2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja
Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sebagai berikut:

(1) Dinas Registrasi Kependudukan Aceh adalah perangkat

daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di

bidang kependudukan.
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(2) Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dipimpin oleh
seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

4.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016
Dinas Registrasi Kependudukan Aceh bertugas melaksanakan urusan
pemerintahan dan pembangunan di bidang kependudukan. Untuk
melaksanakan tugas tersebut Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
mempunyai fungsi, yaitu:
a. Penyusunan program dan anggaran dekonsentrasi;
b. Pengelolaan keuangan;
c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan

barang milik negara/daerah;

d. Pengelolaan urusan ASN;
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Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan
pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang
administrasi kependudukan di kabupaten/kota;

Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani
urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota;

. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara
direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten/kota;

. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan,  kerjasama  administrasi  kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, serta kerja sama administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk,
pencatatan  sipil,  pengelolaan  informasi  administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan

serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
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k. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, kerjasama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

I. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan,
kerjasama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data
dan dokumen kependudukan;

m. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, kerjasama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
serta pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;

n. Pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan
serta penerapan untuk kegiatan administrasi kependudukan;

0. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan di kabupaten/kota;

p. Pembinaan UPTD; dan

g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan / atau lembaga

terkait lainnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
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4.1.1.3 Visi Misi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

a. Visi

“Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah

yang bersih, adil dan melayani”
b. Misi
Dalam mewujudkan visi aceh tersebut dicapai melalui 10

(sepuluh) misi pembangunan aceh sebagai berikut:

1.

10.

Reformasi birokrasi menuju pemerintah yang adil, bersih dan
melayani.

Memperkuat pelaksanaan syariat islam kaffah dan budaya
keacehan.

Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan
perdamaian berdasarkan Mou Helsinki.

Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
di tingkat nasional regional.

Mewujudkan membangun akses dan pelayanan kesehatan dan
kesejahteraan sosial yang berkualitas dan berintegritas.
Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.

Penyediaan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan.
Membangun dan mengembangkan sentra-sentra, industri dan
industri kreatif yang kompetitif.

Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip
perencanaan berbasis bukti yang efektif, efesien dan
berkelanjutan.

Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur

terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan.*?
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Visi misi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh,
https://drka.acehprov.go.id/halaman/visi-misi, diakses tanggal 8 bulan 9 tahun 2022, jam

11.10 Wib.


https://drka.acehprov.go.id/halaman/visi-misi

43

4.1.2 Peran Dinas Registrasi Kependudukan dalam Pemanfaatan Data
Kependudukan
Peran berarti laku, tindakan. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia(KBBI) peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan
dimiliki oleh orang yang berkependudukan di masyarakat. Sedangkan
makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam
masyarakat. Adapun peran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh yakni

sebagai pembinaan dan pengendalian.

4.1.2.1 Pembinaan
Pembinaan adalah sutau proses, peraturan, cara membina dan
sebagainya atau usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara
berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik. Ada 2
indikator pembinaan yaitu ketatausahaan dan program kerja tahunan.
A. Ketatausahaan
Ketatausahaan  adalah  serangkaian  kegiatan  yang
diselenggarakan dalam kegiatan administrasi pada sebuah organisasi,
ketatausahaan biasanya memiliki tugas dalam urusan kepegawaian,
keuangan, persuratan, perlengkapan rumah tangga, dan lain sebagainya.
Untuk mengukur atau membahas peran Dinas Registrasi
Kependudukan Aceh dalam pembinaan ketatausahaan.
Kasubbag HKU (Hukum, Kepegawaian, dan Umum) melalui
wawancara dengan peneliti menyebutkan sebagai berikut : “meskipun

pelaksanaan pembinaan di Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sudah
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baik, namun pembinaan tentang tata cara penyelenggaraan pembinaan tetap

diperlukan agar dalam pengelolaan kommunikasi”.*

Adapun urusan ketatausahaan yang terdapat pada Dinas Registrasi
Kependudukan Aceh sesuai dengan Tupoksi (Tugas dan Fungsi) yang sudah
tercantum pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016 tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Registrasi
Kependudukan Aceh.

Adapun wawancara lanjutan dengan Kasubbag HKU dengan peneliti
menyebutkan sebagai berikut:

“Pembinaan ketatausahaan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

dilakukan oleh Subbag HKU (Hukum, Kepegawaian, dan Umum),

pelatih yang bertangunggujawab mengelola pembinaan
ketatausahaan ialah subbagian HKU (Hukum, Kepegawaian, dan

Umum) dan di awasi oleh sekretaris Dinas Registrasi Kependudukan

Aceh”.®

Selanjutnya peneliti wawancara mengenai ketatausahaan pada Dinas
Registrasi Kependudukan Aceh sebagai berikut:

“Dengan adanya ketatausahaan pada Dinas Registrasi

Kependudukan —Aceh guna untuk mengadakan pencatatan,

penyusunan, dan sebagainya. Hal tersebut dapat diinformasikan

kepada kepala dinas, dan dipergunakan seperlunya agar terstruktur

sesuai dengan capaian yang akan dicapai oleh Dinas Registrasi
kependudukan Aceh”.*

a4
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Wawancara dengan Kasubag Hukum, Kepegawaian, dan Umum Dinas Registrasi
Kependudukan Aceh (Afri Fakhriza, S.Sos) tanggal 12 September 2022 pada Dinas
Registrasi Kependudukan Aceh.

Wawancara dengan Kasubag HKU Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (Afri Fakhriza,
S.Sos) tanggal 12 September 2022 pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
Wawancara dengan Kasubag HKU Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (Afri Fakhriza,
S.Sos) tanggal 12 September 2022 pada Dinas registrasi Kependudukan Aceh.
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B. Program Kerja tahunan
Untuk mengukur program kerja tahun pada Dinas Registrasi
Kependudukan Aceh adanya pembinaan hal tersebut merupakan peran
penting yang harus dilakukan. Program kerja tahunan yang terdapat pada
Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sangat dibutuhkan untuk membantu
pencapaian visi misi, membantu menjawab kebutuhan Dinas Registrasi
Kependudukan Aceh, agar bekerja secara sistematis dan terstruktur.
Adapun wawancara peneliti dengan informan menyebutkan
sebagai berikut:
“Implementasi pedoman program kerja tahunan yang dilakukan
Dinas Registrasi Kpeneududukan Aceh sangat diperlukan dan
berjalan baik. Program kerja tahunan Dinas Registrasi

Kependudukan Aceh menerapkan pedoman untuk mencapai tujuan

organisasi atau lembaga pemerintah dan membuatnya berjalan

dengan sukses setiap tahun”.*’

Selanjutnya berdasarkan dokumen peneliti dapat dari Dinas
Registrasi Kependudukan Aceh, dapat diketahui bahwa program kerja
tahunan yang dilakukan setiap tahunnya adalah sebagai berikut:
1. Membuat ringkasan dokumen pelaksanaan anggaran dan belanja
daerah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),
2. Rekapitulasi dokumen pelaksanaan belanja berdasarkan program
kerja, kegiatan, dan sub kegiatan,
3. Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi,

4. Program pendaftaran penduduk,

4 Wawancara dengan Kasubag HKU Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (Afri

Fakhriza, S.Sos) tanggal 12 September 2022 pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
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5. Program sipil,
6. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan,
7. Program profil kependudukan.
Adapun berdasarkan hasil wawancara langsung peneliti terhadap

program kerja tahunan menunjukkan sebagai berikut:

“Setiap tahunnya program kerja tahunan yang dilakukan oleh Dinas
Registrasi Kependudukan Aceh akan membuat DPA (Dokumen
Pelaksanaan Anggaran) yang dibuat setiap tahunnya. Penyusunan
DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dilakukan oleh Sub Bagian
Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat, sesuai dengan
tugasnya melakukan urusan penyiapan koordinasi dan penyusunan
program dan anggaran serta menyediakan informasi terkait
penyelenggara administrasi kependudukan kepada stakeholders
lainnya. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Aceh
Nomor 116 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi,
tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

pada pasal 12 ayat (1)”.%8

Selanjutnya Kasubbag HKU pada Dinas Registrasi Kependudukan

Aceh menjelaskan dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut :

“Pembinaan program kerja tahunan pada Dinas Registrasi
Kependudukan Aceh dilakukan pada semua bidang, dengan
wewenang tersebut ditangani langsung oleh kepala dinas.
Pembinaan yang dilakukan setiap tahunnya dibina oleh KPA (Kuasa
Pengguna Anggaran), dan PA (Pengguna Anggaran)”.*

4.1.2.2 Pengendalian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengendalian
disebutkan, salah satu arti kata pengendalian sebagai pengawasan atas

kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur

48
49

Wawancara, pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, tanggal 12 September 2022
Wawancara dengan Kasubag HKU Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (Afri
Fakhriza, S.Sos) tanggal 12 September 2022 pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
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serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan. Adapun
indikator pengendalian yaitu sistem penomoran dan registrasi penduduk.

A. Sistem Penomoran

Untuk mengetahui peran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

dalam sistem penomoran. Sistem penomoran merupakan kegiatan yang
dilakukan untuk memberikan tanda atau nomor kode pada berkas-berkas
yang akan di arsip agar data yang ingin digunakan kembali mudah untuk

ditemukan.

Selanjutnya Kasubbag HKU (Hukum, Kepegawaian, dan Hukum)

menjelaskan dengan wawancara peneliti sebagai berikut:

“Pentingnya pengendalian sistem penomoran pada Dinas Registrasi
Kependudukan Aceh, pengendalian terhadap sistem penomoran
yang berjalan pun sudah baik. Hal tersebut bertujuan memudahkan
pencarian data atau dokumen, agar menjadi lebih tertib dalam
persoalan surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar”.

Adapun penanggung jawab yang memegang langsung pengendalian

sistem penomoran pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh adalah

pranata kearsipan yang terdapat pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap sistem pengendalian

penomoran pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sebagai berikut:

“Dinas Registrasi Kependudukan Aceh telah melakukan
pengendalian terhadap sistem penomoran, pada saat adanya surat
masuk maupun surat keluar akan adanya penomoran surat yang
selalu dilakukan pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Jika
terjadi kesalahan pada surat yang telat diberikan nomor, para staf
Dinas Registrasi Kependudukan Aceh akan memperbaiki surat
tersebut dan masih menggunakan nomor yang sama pada surat yang
bermasalah”.%

50

Observasi, pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, tanggal 12 September 2022
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B. Registrasi Penduduk

Sekumpulan berkas keterangan mengenai segala peristiwa seseorang
yang terdata mulai dari lahir hingga mati hal tersebut dapat mengubah status
sipil seseorang. Registrasi pendudukan diperlukan guna untuk mendapatkan
status kependudukan yang terdapat pada setiap warga negara atau telah
diakui oleh sebuah negara, data kependudukan digunakan pada saat
diperlukan.

Berdasarkan wawancara dengan seksi Monitoring, Evaluasi dan
Dokumentasi pendaftaran penduduk peneliti memperoleh sebagai berikut:

“Pengendalian terhadap registrasi penduduk sangat penting agar
sumber data kependudukan terstruktur dan berjalan dengan
ketetapan yang telah ditetapkan. Sumber data Kependudukan
sangatlah penting untuk keamanan dan perencanaan pembangunan

kependudukan”.™

Adapun berdasarkan observasi langsung peneliti terhadap registrasi
penduduk menunjukkan sebagai berikut:

“Upaya Penting pengelolaan data kependudukan terhadap registrasi
penduduk dengan melakukan pemantauan terhadap kinerja Disduk
Kabupaten/Kota. Untuk . melakukan pemantau tersebut
diperlukannya laporan perts sebagai berikut:

1. Pentingnya akta kematian

2. Akte kelahiran

3. Jumlah perekam e-KTP
4. Sisa suket

5. Private rikot

6. Pengguna kertas putih
7. Pengguna TTE (Tanda Tangga Elektronik)
8. Pelayanan online

9. Pelayanan terintegrasi

10 PKS (Perjanjian Kerjasama)

11 Permohonan kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)

Wawancara dengan seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pendaftaran Penduduk
Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (Rojian Alhafidh, S.STP) tanggal 12 September
2022 pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
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12. DIL."%?

4.1.3 Koordinasi yang terintegritas dalam pemanfaatan data kependudukan
pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Koordinasi

adalah perihal mengatur sutau organisasi atau kegiatan. Adapun koordinasi

yang terintegrasi dalam pemanfaatan data kependudukan pada Dinas

Registrasi Kependudukan Aceh yaitu pelindungan data dan pengelolaan.

4.1.3.1 Pemeliharaan

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesai (KBBI) pemeliharaan
adalah proses atau cara, perbuatan memeliharakan. Pemeliharan bisa juga
dijelaskan sebagai aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi
sebuah item atau peralatan untuk mengembalikan kedalam kondisi tertentu.
Adapun indikator dari pemeliharaan yaitu verifikasi data dan administrasi
kependudukan.

A. Verifikasi Data

Proses memastikan data yang dimasukan, sama atau tidaknya data
yang didapatkan sesuai dari sumber. Sebelum data di input sudah pastinya
ada data, akan tetapi sebelum data tersebut di input harus dipastikan data
yang ada dengan data yang telah dikumpulkan dari sumber.

Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dalam

wawancara dengan peneliti menyebutkan:

52 Observasi, pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, tanggal 12 September 2022
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“Privasi atas verifikasi data sangat diperlukan karena melibatkan
penggunaan data demografis. Tujuan verifikasi adalah untuk
mengetahui apakah data kependudukan sudah benar sesuai KTP
(Kartu ID Card). Data ini diperlukan oleh otoritas yang menyediakan
layanan publik”.%

Selanjutnya seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
menyebutkan dalam wawancara sebagai berikut: “Kebocoran data
kependudukan berakibat fatal dan data kependudukan digunakan untuk hal-
hal yang tidak baik, sehingga perlu kita lindungi data kependudukan.”.>*

Adapun berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap verifikasi data
kependudukan menyebutkan sebagai berikut:

“Dinas Registrasi Kependudukan Aceh memvalidasi = data

kependudukan untuk digunakan oleh instansi pemerintah tingkat

negara bagian dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPA) Aceh.

Data digunakan untuk memberikan pelayanan publik kepada

masyarakat.”.>®

Untuk menguatkan data peneliti mewawancarai seksi pemanfaatan
data dan dokumen kependudukan menyebutkan sebagai berikut:

“Instansi  pemerintah mengakses data demografis untuk
menyediakan layanan. Setiap SKPA (Satuan Kerja Perangkat
Daerah Aceh) sudah memiliki data kependudukan untuk

membuktikan apakah data yang ada sudah memadai”.*

53
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Wawancara dengan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dinas
Registrasi Kependudukan Aceh (Zulfikar Riada, SE) tanggal 19 Agustus 2022 pada Dinas
Registrasi Kependudukan Aceh.

Lanjutan wawancara dengan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (Zulfikar Riada, SE) tanggal 19 Agustus 2022 pada
Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Observasi pada Dinas Registrasi kependudukan Aceh.

Wawancara lanjutan dengan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dinas
Registrasi Kependudukan Aceh (Zulfikar Riada, SE) pada Dinas Registrasi Kependudukan
Aceh tanggal 12 Agustus 2022
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Wawancara lanjutan seksi pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan dengan peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Otoritas Dinas Registrasi Kependudukan Aceh melakukan
verifikasi data kependudukan melalui sistem SIAK (Sistem
Administrasi Kependudukan) yang disediakan oleh Direktorat
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam

Negeri.”.’

. Administrasi Kependudukan

Serangkaian kegiatan penataan dan penertiban data atau dokumen
kependudukan dengan melakukan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
dan pengelolaan informasi penduduk untuk pembangunan juga pelayanan
publik.

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dalam
wawancara dengan peneliti menyebutkan sebagai berikut:

“Kebutuhan perlindungan data pengendalian data kependudukan

dilakukan melalui sistem SIAK yang dikelola langsung oleh Ditjen

Dukcapil dengan menggunakan surat berharga yang tersedia secara

khusus.”.%8

Adapun berdasarkan observasi peneliti terhadap Administrasi
Kependudukan sebagai berikut: “Manfaat penting mengamankan data
demografi adalah melindungi data demografi dari kebocoran yang dapat

merugikan masyarakat”.>
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Wawancara lanjutan dengan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan Dinas
Registrasi Kependudukan Aceh (Zulfikar Riada, SE) pada Dinas Registrasi Kependudukan
Aceh tanggal 12 Agustus 2022.

Wawancara dengan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Dinas
Registrasi Kependudukan Aceh (Zulfikar Riada, SE) pada Dinas Registrasi
Kependudukan Aceh, 12 Agustus 2022.

Observasi pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
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4.1.3.2 Pengelolaan
Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan adalah
proses, cara, perbuatan mengelolaa, dan/atau proses melakukan kegiatan
tertentudengan mengerakkan tenaga orang lain, dan/atau proses yang
membatu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi , dan/atau
proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam
pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Adapun indikator dari
pengelolaan ialah koordinasi.
A. Koordinasi
Sebuah kegiatan yang dilakukan perihal untuk mengatur suatu
organisasi, koordinasi sangatlah diperlukan terutama bagi instansi yang
sudah bekerja sama dengan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
Hasil wawancara peneliti dengan seksi pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan menyebutkan sebagai berikut:
“Instansi pemerintah yang bekerja sama dengan Dinas Registrasi
Kependudukan Aceh adalah yang melaksanakan PKS (Perjanjian
Kerja Sama). Hal ini dilakukan untuk instansi pemerintah yang
membutuhkan data kependudukan. Dinas Registrasi Kependudukan
Aceh melakukan pemeriksaan ketika ada masalah dalam mengakses
data kependudukan. Setelah PKS (Perjanjian Kerjasama) antara
Instansi pemerintah dan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

selesai, mereka harus berkomunikasi satu sama lain untuk bertukar

atau memberikan informasi kepada SKPA yang memiliki akses ke

data kependudukan. Data penduduk yang digunakan.”.®®

Selanjutnya wawancara lanjutan dengan seksi pemanfaatan data dan

dokumen kependudukan dinas Registrasi kependudukan sebagai berikut:

&0 Wawancara dengan Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Dinas Registrasi
Kependudukan Aceh (Zulfikar Riada, SE) pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 12
Agustus 2022.
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“Dinas Registrasi Kependudukan Aceh memainkan peran kunci
sebagai lembaga yang mengoordinasikan penggunaan awal data
kependudukan, memperoleh akses ke data, dan mengelola laporan
dari lembaga pengguna. Laporan ditindaklanjuti dan dilaporkan
setiap tahun untuk ditindaklanjuti ke Manajemen Umum
Dukcapil”.®*

Adapun berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap pemeliharaan
koordinasi sebagai berikut:

“Untuk mendapatkan hak akses data kependudukan, Instansi
Pengguna harus melakukan beberapa langkah dengan mengajukan
permohonan penggunaan data kependudukan ke Dinas Registrasi
Kependudukan Aceh. Dukcapil Setelah diserahkan ke Ditjen
Kemendagri, proses selanjutnya adalah Dinas Registrasi
Kependudukan Aceh menunggu keputusan atau persetujuan tertulis
penggunaan data kependudukan. Setelah mengeluarkan surat
tersebut, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh akan menyiapkan
dokumen PKS (Perjanjian Kerja Sama) tentang penggunaan Data
Kependudukan Aceh dengan instansi pemerintah Anda. Kerahasiaan
data kependudukan tentang persyaratan yang harus dipenuhi instansi
pemerintah  untuk  mendapatkan  akses penggunaan data
kependudukan dengan membuat atau menandatangani perjanjian
kerjasama dan menyiapkan petunjuk teknis termasuk persyaratan

KTP, penulisan IP LAN dan jaminan pemeliharaan.”.%?

Wawancara lanjutan dengan seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Dinas
Registrasi Kependudukan Aceh (Zulfikar Riada, SE) pada Dinas Registrasi Kependudukan
Aceh, 12 Agustus 2022.

Observasi pada Dinas Registrasi kependudukan Aceh.



BAB V
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Peran Dinas

Registrasi Kependudukan Aceh dalam Pemanfaatan Data Kependudukan,

maka peneliti dapat menarik kesimpulan :

1. Peran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) dalam pemanfaatan
data kependudukan, untuk pembinaan urusan ketatausahaan, program
kerja dan pengendalian pada sistem penomoran, registrasi penduduk yang
terdapat pada dinas Registrasi kependudukan Aceh sesuai dengan tupoksi
yang sudah tercantum pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun
2016 pada pasal 6 ayat (3).

2. Koordinasi yang terintegrasi dalam pemanfaatan data kependudukan pada
Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA), untuk pemeliharaan
terhadap data kependudukan diperlukannya verifikasi data agar data
kependudukan sesuai dengan sistem. Pemeliharaan pada administrasi
kependudukan bertujuan untuk penataan dan penertiban dokumen
kependudukan dengan melakukan pendaftaran penduduk, pencatatan
sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan untuk pembangunan juga
pelayanan publik. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh memainkan
peran penting/kunci dalam pengelolaan data kependudukan, juga
berperang penting terhadap lembaga yang mengkoordinasi penggunaan

data kependudukan dengan menyediakan hak akses data kependudukan.
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5.2 Saran
Berdasarkan penelitian di atas, peneliti memberikan beberapa saran

sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan peningkatan peran terhadap Dinas Registrasi Kependudukan
Aceh agar mampu melakukan aktifitas kependudukan baik bersifat
pemanfaatan data, penatausahaan maupun registrasi kependudukan lainnya
secara administratif sebagaimana Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116
tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata
kerja Dinas Registrasi Kependudukan.

2. Melakukan peningkatan koordinasi kependudukan yang secara administratif
dapat dilindungi data, verifikasi, dan pemanfaatan data jika diperlukan baik
KTP, pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil dan pengelolaan
informasi penduduk untuk pembangunan pelayanan publik secara bertahap

pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
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DAFTAR WAWANCARA
Dimensi & Indikator Peran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
Dimensi 1
1. Siapa saja pembina dalam ketatausahaan?
2. Bagaimana pembinaan dalam ketatausahaan pada Dinas Registrasi
Kependudukan Aceh?
3. Mengapa harus adanya pembinaan dalam ketatausahaan pada Dinas
Registrasi Kependudukan Aceh?
4. Dimana pembinaan terhadap ketatausahaan dilakukan?
5. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap program kerja tahunan pada
Dinas Registrasi Kependudukan Aceh?
6. Mengapa perlunya pembinaan dalam pelaksanaan program kerja tahunan
pada Dinas Registrasi kependudukan Aceh?
7. Apakah pembinaan program kerja tahunan diperlukan?
8. Siapa sajakah pembina dalam program kerja tahunan pada Dinas Registrasi
Kependudukan Aceh?
9. Dimana pembinaan program kerja tahunan dilakukan?
10. Program kerja apa saja yang direncanakan setiap tahunnya?
11. Siapayang memiliki wewenang terhadap pembinaan program kerja tahunan
pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh?
Dimensi 2
1. Bagaimana pengendalian Dinas Registrasi Kependudukan Aceh terhadap
sistem penomoran pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh?
2. Apakah pengendalian terhadap sistem penomoran pada Dinas Regstrasi
kependudukan Aceh diperlukan?
3. Mengapa pentingnya sistem penomoran?
4. Apa saja yang menjadi tujuan dari adanya sistem penomoran tersebut?
5. Siapa yang bertanggungjawab terhadap sistem penomoran?
6. Apa saja upaya pengendalian data kependudukan terhadap registrasi

penduduk?



7.
8.
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Mengapa pentingny pengendalian dalam registrasi penduduk?

Apa manfaat dari adanya registrasi penduduk?

Dimensi & Indikaator Koordinasi Data kependudukan Pada Dinas Registrasi

Kependudukan Aceh

Dimensi 1

1.
2.
3.

4.
S
6.

Mengapa pelindungan data verifikasi itu diperlukan?

Apa pentingnya pelindungan data kependudukan?

Bagaimana proses verifikasi data yang dilakukan oleh Dinas Registrasi
Kependudukan Aceh terhadap data kependudukan?

Data apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi data?
Bagaimana ppelindungan data terhadap administrasi kependudukan?

Apa manfaat pelindunga data kependudukan?

Dimensi 2

1.
2.
3.

Mengapa pemeliharaan koordinasi itu diperlukan?

Bagaimmana yang dimaksud dengan pemeliharaan kooordinasi?

Jika instansi/lembaga pemerintah ingin mendapatkan data kependudukan,
bagaimana tata cara pemberian hak akses atas data kependudukan tersebut,
baik bagi petugas penyelenggara, instansi pelaksana dan pengguna data
kependudukan?

Apa saja syarat-syarat untuk mendapatkan hak akses pemanfaatan data

kependudukan untuk instansi pemerintah?

. Seberapa penting peran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dalam

pemanfaatan data kependudukan?
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Lampiran 3 Foto Dokumentasi

Wawancara dengan seksi Monitoring,
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Wawancara dengan seksi pemanfaatan data

dan dokumen kependudukan



